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DESA SEMPOLAN

KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA SEMPOLAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMPOLAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan
penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala
Desa dan ketua BPD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sempolan tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 14);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang
Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang
Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan
Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Teringgal, dan Transmigrasi Nomoer 18 tahun 2019
Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337}
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmirasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 Tentang
Panduan Penanganan Bencana di Desa;
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Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 25 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2016 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2024;

Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;

Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;

Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten
Jember;

Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang
Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten
Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor
49);

Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);

Peraturan Desa Sempolan Kecamatan Silo Nomor 3 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sempolan
Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 2k

Peraturan Desa Sempolan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Peraturan Desa Sempolan Nomor 9 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Sempolan Tahun 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Sempolan
Kecamatan Silo Tahun 2025 Nomor 4);

Peraturan Desa Sempolan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempolan Tahun

Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sempolan Tahun 2024 Nomor
07).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN
dan
KEPALA DESA SEMPOLAN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA SEMPOLAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1.

10.

6 5

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk
pengembangan usaha, Kkegiatan kemasyarakatan, pelayanan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan
ketertiban.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa.

Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan
antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan
kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, Kketerampilan, perilakuy, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya
disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program,
kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa,
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dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan
BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan
kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk
percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan,
pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat
data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan
potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian
tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya
yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan
program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan
informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif
Desa dan masyarakat Desa.

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan
dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta
dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas
perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya
manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam
peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar
perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat
kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai
dengan tahun 2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP

Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang
menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan
daerah.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan
belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.

Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi
sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia,
sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber
daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah
oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau
menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan
dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan = Pembangunan  Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari
penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan
kepada Pemerintah Desa termasuk taambaan bagi hasil pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang
tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat
Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas,
efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan
Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan
pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan
Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs
Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat
Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa
untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan
prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan
masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama
Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset,
mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa
pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk
sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan
tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber
keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan
dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi, anggaran pendapatan dan belanja  daerah
kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2



1. RKPDes Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
1.5. Sistematika

BABII GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi dan Misi Kepala Desa

2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
2.4. Gambaran Umum Ekonomi

2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP
Desa Tahun sebelumnya

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa

3.3. ldentifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa

3.4. ldentifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan
Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang
berkepanjangan

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas
Kebijakan Pembangunan Daerah

BABIV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan
Skala Desa Tahun Anggaran 2026

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan
Daerah Tahun Anggaran 2026

4.4. Kebijakan Keuangan Desa

BABV PENUTUP

1.

¥

10.
11,
12
13
14.

5.1 Penutup

MPIRAN - PIRAN

Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP
Desa, Notulen dan Daftar Hadir.

Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
Tahun 2026.

Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
Data dan informasi tentang rencana pembiayaan
pembangunan Desa.

Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan
Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan
Tujuan SDGs Desa.

Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.

Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

Rancangan RKP Desa Tahun 2026.

Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.

Gambar Desain Kegiatan.

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.



15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.

16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa,
Notulen dan Daftar Hadir.

17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.

18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.

19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa Tahun 2026.

20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen
dan Daftar Hadir.

21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa
Tahun 2027.

22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan,
penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa Tahun
2026, Notulen dan Daftar Hadir.

23. Dokumentasi Foto Kegiatan.

2. Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi
Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh
pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta
dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum
Musyawarah Desa.

Pasal 5
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah
Kabupaten.

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas
dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran
pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2026.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala
Desa.



Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar " setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sempolan
Pada tanggal : 22 September 2025

Diundangkan di : SEMPOLAN

/’m : 22 September 202
, DESA
/ o : %

I ;f?,,

B \ :
T sEKRET(NL

o | SEMPOLAN | & |

*/
TA :l}héz(;ARA
BARAN DESA SEMPPLAN NOMOR 6 TAHUN 2025

LE



| uewejeH

esep SEBNOALPEIN/TN 1/dB/EIS/eseq
eyBueiad/sepey
JEULeWa 1S¥9S Ejeda| 2 aav | oo‘oooecyee ueing zi 1oxed | tmodung | | (O0G UBEBRG UIURCUS ), URBDdAlied

esaQ eue( Lep Jaqunsiaq Buek

{E|uLaWad 1syeS Blede ¥ Saq | 00'000°+0Z°LL ueing zi ied | uejodweg | eseQ yejuuawdd |euoisesad( uee|paiuad
JejuLBWa IS)8S ejeday| » aav | 00°000°009°68} ueing zi 1oved | ugjodwes M¥/LY [euoiseradQ/jiussu| ueelpafuad
JElupBWIa Isyes ejedey A aay | 00'00000#'95 ueing zi 1oyed | qejodwasg adg uebBueluny ueeipafuad
S BleL uesnin ejedey A Hed | 00'000°€6¥E ueing g 19ed L uejodwesg
€S EjeL uesnin ejeda) s avd | 00'0000S. ueing gi 1eded | uejodwsg

(IIp Oldd Uep OdidHd JOUOH M LY)

s Ble) uesnin ejedey Vo aay | 00'086°126'02 ueing g1 leved | uejodwag es9(] Yeulewad [euoisesadQ ueejpaiuad
esaq) 1eybuelad eseq jeyBuelad uep eseqg
JElupBWad IS)eS ejede)y > aay | 00'016'206'2¢ uejng ziL uep esaq ejedea)y 1axed L uejodwag ejeda)y 1B6eq [e1sos ueulLep vee|pafuad
esa( jeybuelad uebueluny
jBupBWed 1s)es ejedey g aay | 00'000'892'6.L2 uejng zi eseq 1vBuried | 1eved | uejodwsg uep deje | uejiseybuag uee|pakuad
esa(] UBYBjuLBLUSd
esa( ejeday uebuelun | [euoisesad( uep ueBuefun),
jejupBwad 1syes ejedey 2 aay | 00'000'008'i¢ ueing gL esaq ejede) 19xed 1 uejodwss uep deje | ueyseybuad ueepaiuag ‘deyis eluejeg uerebbusighuad
VS0 NYHVLNIRIINId NVEVOONITIANID ONvVAIE | 10
€l Zi (33 13 6 8 L 9 s L4 £ [ 4 I
VOILaAN | VINVS |VIOTaN (HvIdNy ) (Nnsna
z<._.<_e”“ «Muz_.”.mmh.ﬁmn MvHId | vryay | vms ¥3IGNNS HYTINNP z<<z<wv_"s<,_mn_ ___.“_,“zgm FNNTOA M7 LN) NVLVIO3IM SINAI ONVAIE anNs/ONvalg aM
NLAV. VSV NYVHIMY3d
NYVNVSHY13d ¥10d INVaHIENNS B VAVIE NYVHIMYYd I1SYMO1 NYLVIOI) SINIM/ONVAIE 8NS/ONVaIE
HNWIL YMYT ISNIAOYd - ISNIAONd
HIEWNIC NILYdNEY - VLOW/NALYdNEVH
OIS NVLVINYIIY NY.LVAVIIA
NVIOdW3S vS3d HYLNIMIWAd - vs3a

9202 NNHYL
VS3a HYLNRIFWId VIrdaX YNVONIY



Z ueweleH

JEluLBLIR IS)aS ejeday] i HEd | 00'000°059'} ueing £ 1oved | uejodwsg
esep Jejs /esap jeyBuelad iseinw
JejuuaWad 1syes ejeday| Ve avd | 00'000°00€°€l uepng ¢ eved | uejodwas | Jueisibuad vedeye) ueeuesyejad uebuming
yijiwad uep ‘esaq jeybuesed
ueBuueluad uep uebuueluad 'sspeyiid
JeluLBWad 1S)aS ejedey| i HEd | 00'00000L€E ueng ¥ 1oed | uejoduwsg ises|[eisos g ueeuesye|ed uebumyng
JBluLBWa 1s)es ejedsy| » saa | oo'ooo000'iL ueing zi 1oved | uejodwag Bsa(] 1Seulou] wajsis uebuequabuad
£88(] 193y UBIE|IUS/ISBSLIBJUBALY
Bs() e uesnin ejeday| W o aay | 00'000°00Z°€ ueing zi 1aved | uejodwssg /Isensiuwpy ueejoebuad
(Ja|nBoy) uelodejad uep uebuenay
s8(gdY UeSBUequad/esa(] UBBUBIUSIDY ‘UBBUBDUBIE 'UBYBJULBLUSY
JEuLela 1s)es ejeday 2 aav | 00'0000062 ueing 1oved L uejodwag yesemedsniy LeeseBBbusialuad efeld ejel ueelefibusjpAuad
uedisieay] uep Jisnels
(1. BS2Q |Y0Id UBNYNEINWS | ‘|IdIS uelledUSd ‘UBnpnpuada)
Jelupaluag 1syag ejeday > SQQ | 00°000'006't Iaved | uejodwes uep 'ueejepusd ‘ueunsniuad Isensiuwpy ueelopbuad
esa(
{BjupeWad 1s)es ejedey » S3aa | 00'000000'62 ueng | ajed | ugjodwes Jojue)y euBlESEId/BUnpes ueeIBYIBWa
uejeiBay
UBJBOUE[OY UBUBJULBLIS 4/UBIOJURYID] £59(] UBYBjUNBLUSY
{EjuBWed Is)es ejeday Ve saa | 00'000°006'SE ueing gi Buefunuag 1eed | uejodwesg (deya | 1osYy) eueles ueeipaiuad BUBJIESE)d BURIES UBE|paAuad
ehuue|
esap sebnjad/welew ebeluadels/adg
JelupaLIad 1s)eS ejeday Vs aav | 00'000'66Z°C uejng zi Iaved | uejoduieg iBeq |ejsog ueuier ueelpaiuad
JejupBlIB 18)es ejede)y A HEd | 00'000°08.L'€E ueing zi leved | uejodweg
weew uey|sieqey ebeluad ioiuey
efiefluad'ueyisiagey| sebnjad ‘esaq
JBjupBLIRd isyeg ejeday Vs aav | 00'00000L'€S ueing zi Javjed | uejodwag 1ey6uEIad JEIS WNURIOUOH UeBpakuad
Jejunawad is)es ejeday P avd 00'000°0S2 ¥6 ueing zi 1oed | uejodweag
€l 4 1 ol 6 ] L 9 § 14 ¢ F 4 b
voLaEM| VAVS |VI0T3M (Hvidny )
NVLVIOSN YNVSIVTEd | g | viosay | wms | H3EWNS iyt ok NVYNVENVTId |  LVVANVIN ANNTOA M.._,,_.“.WH_ NVLVIOZ) SINI oNvaig ansioNvais | g
VYNVONIY NLYVM I NVVSYS NYVHIMYId
ISY¥01 NY.LVIO3M SINSr/ONVAIE SNS/ONVAIE

NVYVYNVSXYI3d V10d

YNYQHIENNS B VAVIE NYVHIMVEd




€ uewe|ey

esa(] |07
ey Asewy uebunpuiued g ueqiueleN
JBjuLalua 1syes ejeday Vs saa | oo‘oooores unyey | 1o5ed | uejodwes ‘UBLBWEDY UBBUIQLIA ISBUIPIOOY
1eesedsepy uebunpuiiad
seplad ye|o uequsiey/ueuewesy ebeus) uep Wwnwpy uequaiey|
{EjuLIBLa IS)as eleda)y Vo sadq 00'000°9¥9'S unyep | 19ed | uejodwsg seysedey| ueeybuiuay g ueenbued 'uewelajusey Buepig gns
NVLYMVHVASYIWIY NYYNIGINSd ONvAIE | €0
00'000°5¥S"LST ONVQAIE ¥3d HYTWNr
(Ilq ouijeg “1eysod) EYRBLLIOJU| UED ISEXIUNLUOM
ueuefejed 1s39S ejeday 2 aavy | 00'000°00§°L ueng L lexed L uejodwag esaq Yiland 1seuuoju| uzesebbuaaiuay ‘ueBungnyiad Buepig qns
All
ebbue | yewny @y yjsiag Jiy uebunques uewpnwad
usiyefasay 1syas ejedey A Saag | 00'000°GEE’S ueing | 19%ed | uejoduwsg ueeyBuluadiseyiqeysyueunbuequad uesemey| Buepig ans
(s S9Q [E}SOS UBD
YIANId ISIS YivdIy i He8d | 00'000°6E8'}L ueing zi 9%ed | uejoduwiag yeAe|ip\ B18d UBJUEINWS4/uBlENqWad
(s lUBL BYESH URfR[ UBSRIABU Bueny ueejeusd uep
uslyefesay| 1Syeg ejeday Va saa | 00'000° 411899 ueng z iaved | uejodwag | ad/uelesbuluad/iseliiqeysy/ueunbuequad wnwn ueefiexad buepig ans
Bununs ueuebueuad/ueyebasued
uslyefasey 1syes ejeday Y saa | 00'000°0L6FL ueing zi 1axed | uejodweg uejeiBay |suabiaauoy useleBbusjaiusd
Bungums veueBueuad
uayelesay 1s)eS ejeday Vs saa | 00°000°00%'8S uejng z1 ied | uejodwag | ymun | Wd/UBYEQUIB] UBUENEWN UBLS]Wad
(snuesu] ‘eiswe ‘jwng spy ‘ueyeque]
uajyefesay 1s)eg ejede)| Ve saa | 00°000°054'69 ueing zi 1oved L uejodwes uNW) npuedsod ueesebBusipiuag
(asp 'ax
‘jauesu| ‘1eqo) esaq il sepuljod/eseq
usjyefesay |syes ejeday Y o saaq 00'000°008'S ueing zi 1eved | uejodwas uejeyasay sod ueesefbusieiuey uejeyasay buepig ang
(Ilp ueiexed JOUOH) BSaQ MijIAl [BULIO4-UON
YeselpeN/Od LY LY UM LANYd
uajyelesay| |syes ejeday| A saa | 00'000002 L2 ueng | 19ved | uejodweg ueejeBbuajafuag ueyipipuad Buepig qng
V830 NYNNONVENId NYYNYSHYIad ONVaIg | Z0
00'0.°£86°L86 ONVQIg ¥3d HYTNNE
£ 4] b ol 6 8 2 9 § v € z )
VoL | VIAVS |V10T73M (HVidNy ) (Nnsna
zﬁsww”__ﬂﬁmh_ﬁmn WvHId | vruay | vms y3ENNS HYINAP zéhhﬂm”.h.mm “‘_M”““.w 3WNT0A et NVLVIOI SINIM ONVaIg ans/ONvalg ay
NYVHIMY3d
NYVNVSMY13d V10d NVAHIFNNS B VAVIE NYVHIVYd ISVMOT NV.LVID3M SINIF/ONVAIE ENS/ONvalg




¥ ueweeH

00'000'008'12 ONVaIg ¥3d HYTANC
UeuBYE}RY
‘YINS3aWNg
ualyefesay| 1S9 ejeday Vo $Saa | 00°000°008'LZ unyey L 'saawng | eved L uejodwag esaQ |epoj\ Ueepahuad Bsa(] |EpOjy ueepakuad
NYVAVIGW3d | 90
00'000°00Z"9% ONVaig ¥3d HYTNNr
usjyefesay| 1syeg ejeday 2 Saa | 0000000912 unyey L upisin ebiep | 1eded | uejodwsg 178 / reuny BunsBueT uenjueg
uayyelesay 1s)eg ejeday Va saa | 00'000009'12 unyey | Joed | uejodwssg yesapuajy ueepesy ueuebueuad | Nesapusyy ueepesy Buepg ans
eugouag
ueueAejad 1s%aS ejeday Vo saa | 00'000°000°€ unyey | Joxed | uejodwsg eueoueg uebuenbbueuad uejeiBoay uefuenbBususy Buepig qng
MVSIANIW NVA LYHNHYA ‘YNYONIE NYONYINDONVYNId ONvaId | SO
00'000'91E°PZ ONVAIg ¥3d HY TN
eseQg eAuuse| 1exeieAsEl BBRqUIST/Y JUBUSY
jElupaWed Is3es ejeday| e H8d | 00'000+20€ unyeg | WXOINN Mieled laxed | uejodwag elieyed I6eq jeisos ueuwer
ugjexeieAseway
ueueAejed Isyes ejeday Va aay | 00'000°000°} unyej 1 loxed | uejodwss efeque ueeuiquad ueyleRd
ueuedejad 1sxes efedoy| o aav | 00'000000F unyej, L ieyed | uejodwss Mid ueeuiquied
1eyeIRASE
ueuelejad 1s¥es ejeday P aavy | 000000002 unyejp L ieed | uejodwes AN TN /AW veeuquad ueeBeqweley Buepig ans
esa(] J@ybul ebesye o/ueepnwaday ebelye|0
ueueAejad Isyeg ejeday . aavy | 000000001 unyey | 9yed | uejodwes gniy/eunsejbuesey ueeuIquad uep ueepnwaday Buepig qng
eesedsepy ueBunpuiied
BSa( |BY07 B[R)S BUBOURY UBp Winwn uequaiay
ueueABjad 1s)eS eleday A saa | 00'000°0002 unyey L 1eded | uejodwes deBbue | jueebeisdeisey uedeisied ‘uewelsjueley Buepig ang
€l 4 113 ok 6 8 L 9 ] 14 € z b
VOILIM | YIWVS |VI0T3M (HvIdNY ) (NNSna
z«p(ﬁﬂﬂc”.ﬂ“ﬂum WYHId | vruay | vms HIENNS HYTWRNE zi.“‘hﬂ_w.h._mn_ Hp_.“_.“”““‘m JNNT0A P NVLVYIO3M SINTM ONVaI8 aNS/ONvValg ax
NVYVHINYId
3 ISVX01 NVLVIOZaX SINIrONVAIE 8NS/ONVaIg

NVVNVSMVY13d V10d

INVAHIGNNS B VAYIE NYVHIMYEd




G UiILIE[eH

AVLOL HY" lnr

1) 4} L i1 ] L ) g ¥ £ z 1
} VYOI | VINVS |VI1073M (rvidny ) ) / _ (Nnsna : !
z«.,:.@wuq Mz”mmh__. B | yyHL: | wruad | e ¥3IEANS TRAR g_u“.ﬂ”.;._ ___..“” ..,,“‘m AHNT0A A vl NVAVIOIN m_,,.“__. ONvaIg AS/ONvalg ax
"B i, Al
NYY 7 SHY1ad Vid INYQL IEINNS B VAY (] NYVHIMYYd v et ISWX01 NY.LVID: 31 SINIMONVCII1] ENSIONVQIi]




DESA SEMPOLAN
KABUPATEN JEMBER

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA SEMPOLAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN
Nomor: 06 TAHUN 2025
Nomor: 06 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SEMPOLAN
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SEMPOLAN TAHUN 2026

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan september tahun dua ribu dua puluh lima
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : MOHAMMAD FADLI
JABATAN : Kepala Desa Sempolan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sempolan

2. NAMA : AGUS EFENDI
JABATAN : Ketua BPD Sempolan

3. NAMA : AGUS MUHAMMAD
JABATAN :  Wakil Ketua BPD Sempolan

4. NAMA : HOSAENI
JABATAN :  Sekretris BPD Sempolan

5. NAMA : JAMILATUL HASANAH
JABATAN : Anggota BPD Sempolan

6. NAMA : ENDAH SUBEKTI
JABATAN : Anggota BPD Sempolan

7. NAMA : SRIWAHYUNINGSIH
JABATAN : Anggota BPD Sempolan

8. NAMA : ERUP HARIYAWAN
JABATAN : Anggota BPD Sempolan

9. NAMA : USMAN DIANTO
JABATAN : Anggota BPD Sempolan

10. NAMA : ALIHOBBY
JABATAN : Anggota BPD Sempolan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa
Sempolan Kecamatan Silo

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini
menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Sempolan Tentang Rencan Kerja
Pemerintah Desa Sempolan Tahun 2026 yang telah dilakukan sesuai dengan proses
dan tahapan penyusunan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa;

2. Berdasakan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan
Desa Sempolan Tentang Rencan Kerja Pemerintah Desa Sempolan Tahun 2026 menjadi

Peraturan Desa Sempolan Tentang Rencan Kerja Pemerintah Desa Sempolan Tahun
2026;



3. Para Pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati %2
(satu perdua) ditambah 1 (Satu), dari jumlah Badan Permusayawaratan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama Kepala Desa Sempolan dan Badan Permusyawaratan
Desa Sempolan ni dibuat dan ditanda tangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan

Peraturan Desa Sempolan Tentang Rencan Kerja Pemerintah Desa Sempolan Tahun 2026.

DiBuatdi  :Sempolan
i Pada Tanggal : 22 September 2025
/ VEPALADESA'S BADAN PERMUSYAWH
I e (BPD) D
: n“::{ KEPA[ I
J-‘: SEMPOI

"MOHAMMAD FADLI 1. AGUS EFENDI

.......................................

2. AGUS MUHAMMAD

---------------------------------------

3. HOSAENI

.......................................

4. JAMILATUL HASANAH

5. ENDAH SUBEKTI

6. SRIWAHYUNINGSIH

---------------------------------------

7. ERUP HARIYAWAN



8. USMAN DIYANTO L ks st s s s eat

9. ALI HOBBY




